
BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR I ./ TAHUN 2o1o

TENiANG

PENETAPAN HARGA DASI\R PENJUATAN KAYU BULAT YANG BETIASAL DARI

REALISASI TARGET RKT ruPHHKAPI{ISL SEBESArys % DAN TATA CARA PENYEDIAAN

DAN PENDISTRIBU$IAN/PENTUALAIi KAYU BULAT UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN
- -- 

xevu roxar, BAGI PEMI}ANGUNAN DAERAH KABUI,ATEN GUNUNG MAS

Menirnbang

DENGAN ]RA.HfutrAT TUHAN YANG IVTAHA IJSA

BUPATI GUNUhiG MAS

bahwa dengarL mernperhatikan pasal 15 Peraturan lvlenteri Kehutanar Nomor

O7/MeniruiltlZOaO ientang Pecloman Pemenuhan Ballan Baku Kayu Bulat

untuk kebuttrh.eur lokal maka Pemerintah Karbupaten Gunung Mas dengan para

pemegang IUPHIIK/II'I(/ISL di Wilayah Kabupaten Gunurg lv1as telah

metakianakeur kesepakatan untuk u'remenuhi kebutuhan kayu lokal dari

realisasi terget RKT IUPHI-1K-I{A/HT /IPK/ISL sebesar 5% bagl Pembangunan

Daerah Kabupaten Gunung Mas;

bahwa untuk rneninclakl;uluti Peraturan lvfenteri I'lehutanan No. P,7/lvlenhut-
lI/2OOg tentang Pedomeur Pen'Lenuhan Bahan Baku Kayu untuk kebuLuhan

lokal dan Keputuseur Direktur Jenderal Pengr-tsahaan Hutan No. 261/Kpts/IV-
PiHlri,/96 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penclistribusieut/Penjuala-n
sebagian hasil produksi FIPH dzu-r r:ntuk Keperluan Peurbangunal Daerah

clan/atau uasl,arakat perlu pengaturan lebih laurjut;

bahwa berdasarkan pertimbangan hturrf a dan b diatas perlu diafur dengan
Peraturan Bupati Gunu-ng lv'Ias tentang Penetapan }{arga Dasar Penjualan Ka}ru

Bulat 1,ang berasal dari Realisasi Target RKT iUPHHK/IPK/ISL clan "llata Cara

I(ewajiban Peyediaan dan Pendistribusian/Penjualan Ka)ru Bulat ur"rtuk

memenuhi kebuhiltan kayrr lokai bagi Pembalgruran Daerah Kabupaten
Gunung Mas;

Mengingat : L. Undarng-Undang Nornor 41 Tzrhun 1999 terrtang Kehutanan (Leurbariur Negara
Iteprrblik Indc,nesia T'ahlrn 1999 Nomor '167, Tambaheur Lembaran Negara
Republik Inclonesia Nomor 3BBB) sebagaimara telah diubah dengan Unclang-
Undang Nomcr l-9 TzrhLrn 2004 tentiurg Penetapan Peratr-iran Pemerintah
Penggar-rti Ur-ulang-Undang Nouror 1 Tahun 2004 tentang Per-ubahan atas

Lindang-Undang Nornor 41 Tahun 1999 tentarg Kehutanan (I-embaran Negara
Ilepr.rblik Indonesia Tahun 2004 Nouror 79, Ta:rbahtur Lembaral \legara
Itepublik indonesia Nomor 4374) urcnjadi Undang-Undang (I-embariur Negara
RepubLik Indc,nesia Tahun 2004 Nomor 85, Ttirlbahan Lembaral Negara
Republik Inclonesia Nomor 4112);

Undang-Undeurg Nomor 5 Iahun 2A02 tentang Pember.rtukan Kabupaten
Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukarnara, Kabupaten Lam.andau,
Kabr"ipaten Cunung lt{as, Kabupatcru Pulang Pisau, I(ablrpaien lvlurung Raya,
Kabupaten Barito Tirnur cii Provirrsi Kalimanta:r T'engah (Lembaran Negara
I{epubli}< IncLonesia Ta}run 2002 Nornor 18, Iirmba}ran Lembaran Negara
Republik indonesia Nornor 4180) ;

b.



3. Undang-Undang Nomor 10 'I'airun 200-t tentang Pemberrbukan Peraturan
Perundang-UnLdang,an (Lembaran Negara Repubrlik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Untlang Nomor 3? Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor \25, Tamtrahan
Lemtraran Nep;ara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah
beberapa kali tterakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahul2008 tentaug
Perubahan ke,dua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahu"r 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tarnbairan Lerrburan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pernerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan
Peny.usunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tallun 2007 Nomor )), Tambahan Lembaran
Negara Reputrlik Indonesia Nornor 4596) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pernerintah Nouror 6 Tahun 2007 tentalg Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan

Hutan Serta Pemanfaatannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tanr.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a815);

6, Peratural Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan zurtara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (l-embaran Negala Republik Indonesia
Tahun 2007 Noutor 82, Tambahan Lenbaran Negara Republik Indonesia
Nornor a737);

7. Peratr-rran Daerah Kabupaten Gunung lr4as Nornor 2 Tahun 2008 tentalg
Urusan Penr,erintah Daerah lrang rnenjadi Kewenangall Kabupaterr Gunung
Mas;

8. Peraturan N4enteri Kehutanan Nomor P. 55/lvlenhut-Il/2006 tentang
Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimala telah
cliubal dengaur Peraturan Menteri Kehuteuran Nornor P.08/ Menliut-Il/ 2009

9. Peraturar-r N,{enteri Kehutanan Nornor P.6/lvlenJrr-tt-Il/2007 tentaLng Rencana

I(erja dan l(er:cana I(erja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutau Kayu
dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.40l Menhut-)i.I / 2007 ;

l0.Peraluran Menteri Kehutanan Nomor P,1B/Menhut-II/2007 tentang Petturjuk
Tel,nis Tata CaLra Pengenaan, Pemunl3utan dan Pembayaran PSDFI dan DR;

l,l.Peraturan Menteri Kehutanan Nonror I'].20/VIer*rut-II/2A07 tentang Tata Cara
Pemberiar^r Izin Usaha Pen'Lalrfaatan I-Iasil Ifutan dalarn Hutan Alam pada
Hutan Produksi sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Merrteri Kehutanan Norntir P.12/ N'{enhut-Il/2008 ;

12. Peratr.rran N,Ienteri Kehutanan Nonror P.7/lvlerfiut-Il / 2A09 tentang Pectornan

Pemenuiran Bahan Baku Kayu untuk Kebuluhan Lokal;
13. Peraturan Cubernur lQrlimanttrn 'I'engah Nomor 51 Tahun 2008 tentang

I(ewajibrur lr,{enyisihkan Ka1,u Bulat/Ifu1'u Olahan pada Lelang Ka1'u Tertutltt,
Ka1,u Sitarrn dtrn l(ayr-r Flampasan sebesar 25 % dari kayu yiurg akan dilelang
untuk meurenu-hi kebr.rtul:ran peurbang,unan dern kepentingal lokal di
Kaiimantan Tengah;

14. Nota Kesepraltatan antara Pemerintah Kabupaten Gunung VIas dengau
Pemegang IUI'}HI-IKIIPK/iSL di Wilayah Kabupaten Gunung Mas nnengenai
kesediaan mernenuhi kebutuhan kal.u bagi Pembangunan lJaeral-r Kabupaten
Gunung Mas;



MEMU'TUSKAN

Menetapkan , uo?T*IilHff?i,i.i',^;l'-'=;31-:t't?:.";:i::'$li"11I;X'J':1J"'#

Pend'istribusian/PenjirJT 5uI* :llil'"n;* 
*t"1tnuhi tut'otot"'* kay'u lokal

bagi Pembangunan 6ue'a1"t Kabupaten Gunung Mas'

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasai 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupatr:n Gunung N4as'

2,Pemerilrtahl)aerahadalahPem.:rjrrtaL}rKabupatenGurrungMas.
3. Bupati aclalah Bupati Gur-rung }u1as'

4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Gunung lv{as'

5. Ketua DPRD adalah Ketua DPITD Kabupaten Gunung Mas'

6. Dinas adalah Satuan Kerja Per.;urgkat Daeralr Kabtrpaten Gunung ldas yang mempunyai tugas

dan wewenalg dibidang Kehutanan'

T,KepalaDinasadalahKepalaSiatuarrKerjal)erarrgkatDaerahKabupatenGulrrurgMasyarrg
*.^*prrr,1'ui tugas dan wewenang dibidang l(ehutalan'

B. Masyarakat adalah masyarakat yang berclomisili pada wilayah Kabupaten Gunung Mas'

g. Keperlua, pernbanSprnan clererah acltrlah Kepcrltri'rn untuk l<epentingal pemba-ngunan

perumahan, pembangunan pemerintah, pembang1'"]ttrl lembaga-lernbaga sosial seperti mesiid'

gercia, sekolah dair banprnan sosial laimya'

10. Huteur adalah suafu kesatuan e.kosistem berupa hanrparzur lahan yang berisi sumber daya alam

hayati yang clidominasi pepohonan claltrm persekututrn alam lingkungarurya yang satu dengan

yang lainnya tidak dapat dipisahkan'

11. Hutan Negara acierlah hutan yarLg beracla pada tanal-r yang ticlark clibebarri hak atas tamah'

12. Kawasan Flutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk d-an atau d-itetapkan oleh Pemerintah

untuk dipertahankan keberadaarulya sebtrgai hutan tetap.

13. pemegang Izin Usaha I'emanfaateur Flasil Hutan Kayu (IUPF{}IK) adalah Badan Hukum

Inclonesiayang diberi Hak l']engUsahaan Hutan oleh }vlenteri Kehutar-ran.

14. lztnUsaha Pemanfaatan l-Iasil Hutan Kal'u Hutan AIam (IUPHHK-HA) adalah Badan Hukrrm

Indonesia yang d"iberi FIak Penglrsahatrn Hutan pada Hut€ul AIam oleh lvlenteri Kehuteural'

15. Izin Usaha I,emanfaatan Flasil }{utan Ka},u Hutan Tanaman (IUPHHK-FIT) aclalah Badan

I{ukum Inctonesia yang diberi }{ak Pengusahaan Flutan pada Hutan Tanaman oleh Menteri

Kehutaneur.

16. Iztnperniurfaatan Kayu (IpK) adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan ka,r,rr clari kawasan

hutan produksi yurlg aitonversi, penggunaarl kawasa-n dengan status pinjam pakai, tukar

rnenukar dan daii. Areal Peng;gulitur iain (APL) atau Kawasan Budidal'a Non Kehutanan

(KBNK).

lZ. Iz.,...t Sah Lainnya (ISL) adalal-L izin pemanfaatan huian yang diberikan dala:n bentuk izin

pemanfaatan kay'u.

l_g. Izin Usaha Industri primer Hasil l{utan Kayu $UIPHHK) aclalah izin '.intuk rnengolah kalm

bulat dan atau kayu bulat kecil rnenjadi satu atau beberapa jenis proctuk pada satu lokasi tertentu

yang cLiberikan kepada peuregang izin oleh pejabat yang berwenang.

19. Badal Usaha aclalah perusahaan berbadan hukum yang ulemiliki perizinan yang sah dari

instansi yalg berw"n.ig clarr bergerak deLlam bidang usaha Keirutzrnan.

20. perorangan aclalah orang seorarlg yang rneiakukan usaha dalarn biclalg Kehutanan'

21. Hasil Hutan Kalm adalah kayu bulat yzurg berasal dari pohon yanq !:nbuh dari hasil budidava

dan atau tumbui secara alauri di atas i-irrt*r-t Negara atau F{utan Hak/lahan mas)/arakat'

. ilh



23.

24.

25.

Kuyo Bulat Besar (KB) adaleih bagian pohon yturg ditebzurg clan dipotong menjadibatang dengar

ukuran diameter 50 cm atau lebih.

I(ayu Bulat Sedang (KBS) adalarh bagiein dari pohon yang clitebang dan clipotong menjadi batang

dengerr ukuran diameter 30 crn rsampai dengan 49 crn'

Kayu Bulat Kecil (KBK) ad.alalr pengelompoka'r kal'u yang terdiri dari ka1'u dengan diameter

kurang dari 30 cm, kayu clengan diimetei 30 cm triau lebih yang clireduksi karena mengalami

cacat/busuk bagian hati pohc,n/gerowong lebih ctari 40 % (empat puluh persen); Ii:nbah

pernbalakan, t ayrr tairrrya^bertrpa-ku)., bakau, tor-rggak, certtcuk, tiang jermal' tiang pallcang/

dan cabang.

Kayu rejeek adalah kayu bulat bercliameter kurang clari 40 cm clzin atar"r kay'r"r olahan yang

direduksi karena ol.r-,gnlu*i cacat/busuk bagian inti pol"ron/geror'r'ong lebih dari 40 % (empat

puluh persen).

26. Kay'u Olahan (KO) adalah protiuk irasil pengolahan hasil hutan kayu'

zz. Daftar Kayu olahan (DKo) adalah ctokurnen yan[, mclnuat identitas hasil hutan kaFr ola]"ran

sebagai cldsar pe.erbita^ clan rnerupakan lampira. IrA-KO.

28. Industri pelgoladran Kayu Ltrnjurtan (IPKI-) aclalah industri yang rnengolah hasil hutan yang

bahan bakunya berastrl clari prorluk industri prirner hasil hutan kup / pangkalal kayr'

29. Surat Keteralgal Sah Kay.u Bulat (SKSKB) atlalah Dokumen anglotan yang diterbitkan oleh

penerbit pejaiiat yiurg berwenan& clipergunakan dalan'r pengangkutan, penguasaan atau

pernilikarrhasil huian irn*po ka1.ul.r6;yang cliangkut secara largsung dari areal izin yang sah

pacla hutan alam negaru d--1 teiah rnelalui proses veri{ikasi legalitas, termasuk telah dilulasi

PSDH dan atau DR.

30. Faktur Angkutan Ieyu Bulat (FA-KB) adtrlah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh penerbit

FA-Kll yang ,r",e.upit *l peruges pemsahaar, dipergunakeur daiaur pengangkutuur hasil hutaur

berupa Luy., n.rUtitor, f.i1* btrlat kecil yang berasal clari perizinan yang sah pada hutan alam

1"guiu atau hutan tanarnan cli kawasan hutan prod.uksi, dan unLuk pengangkutan lanjutan ka)'u

buiat atau kayrr bulat kecil yang berasal dari kawasan hutan negara yang berada di luar

kawas.rn.

31. Faktur Angkutan Kuy, Olahan (FA-KO) adalah dokumen angkrrtan yalg diterbitkan olel'r

penerbit trA-KO, dipergunakzrn dalaur pengangkutal hasil hutiur berupa kayu olahal, kayr
gergajian, kayu iapis, veru1er, se.rpih dan Laminatecl Venner Lumber (I-VL).

32. Nota / Faktur aclalah tanda buk.ti perolehan / pernbelial kay'u olahan dari Industri Primer Flasil

Flutal Kay"r-r (IPHHK) / tempat pangkalan kayu olahan atau indushri pengolahan kayu lanjutan
yang berfungsi sebagai dokurne:n pengangkutan dan bukti keabsahan hasil hutan.

33. Hasil FIutan Lelang adalah has;il hutal kayu da-ir hasil hutan bukan kay'u yang berasal clali

pelelangan yang sah.

34. Provisi Surnber Daya Hutal (PSDH) adalah pungutan yatg diken;rJ<an kepada pemegang izirl
sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipur-rgut dari hutan negara.

35. Dana Reboisasi (DR) aclalah clana u:rtuk reboisasi dan rehabi.[tasi huian serta kegiatan
pendukrurgrya yang dipulgut dari pemegang Izin Userha Pemanfaatal Hasil Hutam dari hutan
alam yang berupa kayu.

36. Kayu Linbah Pembalakan adalah kayu-ka1ru dengan beragam jenis, benhrk dan ukuran yang
tertinggal di dalam hutan/tidak climiurfaatkan dal hanya layak <liusahakan secara komersil
apabila dilakukan pengolahar-r terlebih da}rulu di daLlarn hutal, yang menurut sortimennya
dikelornpokan kedalam Koyr Bulat Kecil (KBK).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Penetapan F{arga Dasar Penjualan Kayu Bulat yzrng berasal dari Reaisasi Target RKT -
IUPHHK/IPK/ISL sebesar 5% dan Tata Cara Penyediaan dan pendistribusian/penjualan Ka)-
Bulat ur-rtuk rnernerruhi kebutuhan kayu lokal bagi I'eu'rbirng'rrlar.r Daerah Katrupaten Cu-nung
Mas, dalam rangka menyediakirn deur urenjual sebtrgitrn hasil produksi pegolahan hasil hutan
untuk kelangsungal Pembar-rgrmiill Daerarll dalr N4asyt"rrakat sehingga l<ontinuitas penyediaan



Bahan Baku berupa kay.u bulat sebag,,tri pasokaur Izil Usaha Industri Prirner I-Iasil Hutan Kayu

(IUIPHHK) di Wilayah Kabupaten Gunting lv1as dapat dipenuhi'

(2) Tujuarl Penetapan Harga Dasar Penjualan Kayu Bulat yarg berasai dari Realisasi Target RKT -
IUITHFIK/IPKTISL sebesar 5% dan Tata Cara I'enyediaan dan Pendistribusian/Penjualaur Kuyu

Bulat untuk memenuhi kebutuhan kapr lokal bagi Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung

Mas ad.alah agar ketersecliaan Ka).u Olallan untuk keperlualr Perrbangruran Daerah dan atau

masyarakat mudah cliperoleh r:lengan harga terjanl3kau serta pererlaran kay'u dapat terkontrol

dan terkendali,legat asal usul dan legal dokumen yang menyertainya.

BAI] III
KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) Pemegang IUPHI-IK/IPK/ISL wajib menyediakeur dein menjual serbagiar-r kayu bulat /log dai
hasil produksinya sebesar 5 92" (lima persen) berasal dari tebalgan TPTI/THPB/IPK/ISL tahun

berjalan atau minim aI50 % (lima puluh persen) bila berasal dari produksi limball dan atau hasil

tebangan dari Blok TPTI intens;if khr.rsusnla ka1,s-plyu berdiameter kurrurg dari 30 cm kepada

1r"o-ru[aog Izin Usaha Industr:i Prirner l{asil Hutan KaFu (IUIPHHK) di Wilayah Kabupaten

Gunung Mas.

(2) Penyecliaan Kayu sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berorientasi ekonomi atau keuntungan

yang berlebihiur dan hanya sebagai bentuk sumbangsih/partisipasi kepada pemerintah daerarh

dan masyarakat demi keiangsungan pembangunem Kabupaten Gunung Mas.

(3) Kayu yang wajib disediakan oleh pemegang IUPHHK/IPK/ISL sebagaimana dimaksud ayat (1)

berupa kayu bulat /log, rcaltsasi procluksi tahun berjalan sesuai LHP.

(4) Harga Dasar I,enjualan Kafu Bulat yang 5% berasal dari Realisasi Produksi ditentukan sesuai

kesepakatan alltara Pemerintal-r Dtrerah clengall Pemegalg IUPHHK/IPK/ISL.

(5) Kuyu Bulat yang dijuaf sebagaimana ycurg dimaksud ayat (4) cliatas diterima di Logpound
pemegang IUPHHK/ IPK/ ISL.

(6) Setiap pengangkutan Kayu Bulat untuk kebutuhal lokal ketujuan pellgangkutanThrdustri rvajib

clisertai dengan Dokumen legalitas hasil 1lutal sebagairnana yarg ditetapkan dzrlam Peratural
Menteri I(ehutanar-r Nomor P. 07/Menhut-Il/2009 tentang Pecloman peurenuhan Bahan Baku

Kayu untuk keperiuan lokerl deur Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 55/Menhut-Il/2006.

Io. P. O8/MenJrut-II/2009 dengal menggunakar Dokumen Angkutal Cap/Tulisar "KALOK"
setelah dibayar I']SDH, DR dan Dana Hibah.

(7) Pemegang IUPHHK/IPK/ISL dapat bekerjasama dengan pemegang IUIPHHK ),emg berada di
Wilayah Kabupaten Gunung NIas.

(B) IUPHHK/IPK/ISL harus m,erealisasikan pengiri:lm/pe'njualarn ku).u untul< keperluan
pembangunan daerah dan mas;viu'akat sesuai ketentutrn yang berlaku minimal setiap seurester

tahun berjalan.

(9) Setiap bulan pemegang IUPFIHK/IPK/ISL membutrt dan menyeunpaikan laporan realisasi

penggunaall kayu untuk keperluan pernbangurlan daerah dan rnasyarakat kepacla Dinas

Kehutanan Kabupaten Gu"runl5 Mas dan tembusan kcpada Bupati Gunung Mas serta N{enteri

Kehutanan.

BAB tV

PENGGUNA/ PENIAKAI

Pasal 4

Pengguna/peurakai kay'u gergajian atau.kayu olahan dapat lar-rgsung merlrbeli dari IUIPHHK,
Palgkalan Kal,u Olahan atau dari Inclustri Per-rgolahan I(a],'u l-anjutan (IPKL) yang telah

mendapat Izin dari Pejabat y;rn15 belweniurg.

Pengguna/pemakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c{i atas adalah untuk memenuhi
keperluan peurbangunan rlas).arakat dengan urutan prioritas dimulai dari Desa, Kecarnatan,

Kabupaten, Provinsi dan Daeratr cli iuar Kabtrpaten Gurulg lv{as.

(1)

(2)



BAB V

PENDISTRIBUSIAN

l'asa15

Pendistribusian kay'u bulat deu'i ILTPHI-IK/IPK/ISL di atas melalui rnekanisrne menjual iangsung
atau kerjasama dengar pemilik IUIPHHK di Wilayah I(abupaten Gunung Mas, menetapkan )rarga
kayu bulat/log sesuai dengan kesepakatan bersama antara Bupati Gunung ir4as dan Ketua DPRD
Kabupaten Gunung Mas dengan pemegang IUI']HHK/IPK/ISL, selamjuhrya pemilik IUIPHHK
menyalurkan kepada pangkalan-palgkalan ka1,u oiol',un atau Industri Pengolahan Kay, Lan;'utan
(IPKL)veurg telair mendapat Izin dari Pejabat yang berwer-rang.

BAB VI t

PUNGUTAN

Pasal 6

(1) Terhaclap kayu bulat yang disediakan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) tetap
dikenakan pungutan Provisi Sumber Daya I{utan (PSDI{), dan l)ana Reboisasi (DR) sesuai
ketenlual yang berlaku,

(2) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilunasi oleh permegang IUPFIHK/IPK/ISL
sebelum kayu bulat tersebut diangkut/dikilim kepada IUIPHHK.

(3) Pengenaan pembayaran dan pungutan PSDH, dan DR atas kayu bulat sebagaimana dimaksud
ayat (1) dzur aynl (2) dilakukan s,esuai ketentuan peraturan perundang-undangal yang berlaku.

BAB VII
PENATAUSAI{AAN

PasalT

Setiap pengangkutan kayu bulat untuk kebutuhan lokal wajib disertai dengar-r clokumen legalitas
hasl1 hutan sebagain-rana yang ditetapkan dalarn Peraturan Menteri Kehutaneur Nomor
P.55/N4enhut-ll/2006 jo, Nornor P.08/lvlenhut-Il/2009 ctan Permenl"rut Nomar P. 07/ltlenhut-
II/2009 dengan trenertrkan cap/tulisan "KALOK" pada dokuuen.
Pendistribr.rsian kayu bulat vaLng diangkut dtui I-ogponcl UPHFII</IPK/ISL dengan Lujuan
industri diprioritaskan untuk rnemenuhi kebutulian balltu'r baku kalrr lokal dalarn daerah
Kabupaten Gunung N{as.

Terhadap pengguraan kayu unfuk kebutuhan lokal " rnengacu pada Perahrran N{enteri
Kehutanan Nomor P.7/MerLhut-II/2009 dan pentrtarusahaallnya mengacu pada Peraturan
Menteri Kehutanan Nornor P.55/N,{errhut-lI/2006jo. Nomor P.08/Menhut-Il/2009

BAB VIII
I'EM tsINAAN DAN PEN GAWASAN

Pasal B

Kepala Dinas rnelakukan peurbinaan citrn pengawasan secara berjenjang terhadap pelaksanatur
ker.tajiban penyecliaan dan pendistribusian/penjuala-n sebagian hasil procluksi IUPHI{K/IPK/lSL
ttntuk keperluan pembangunall m.asyarakat cleur atau pemerintah di urilayah Kabupaten Gunung
Mas.

(1)

(2)

(3)



(1)

(2)

(4)

(5)

(3)

IJAB IX

SANKSI

Pasa1 9

Peuega:.rg IUI'HHK/IPK/ISL ),aurg ticlak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 3

ayat ("f), ayat (Z) .t*i uyul (B) ciibe;ikarn s;urksi aclministratif berupa penghentian pelayanam dzrn

diberi peringatal I (pertama).

Apabila ctalan waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterinalya peringatan I (pertama) oleh

p.*.g*g IUPHHK/IPK/ISL-sebagairna-na dimaksucl ayat (1) cian yang bersangkutan tidak

*ur,*lggipi atau tiiak mengindahlkan peringatan tersebut, maka kepada yang bersangkutan

diberikan peringatan II (kedua).

Apabila c1alam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterirranya peringatan II (kedua)

sebagai*ar'ra dirnaksud dutuo. uyui (2) oleh Pemegang IUPHHK/IPK/ISL da]l yang

bersingkutan tidak menangga'pi atau tidak rnengindahkan peringatal tersebut, maka kepada

yang bersangkutan diberikan pr:ringatan III (ketiga).

Sanksi atlministratif sebagaimana dima-ksud ayat (1) dilaksanakan oleh l(epala Dinas Kehutanan

Kabupaten Gunur-rg Mas.

Apabila d.alam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diberikan peringatan III (ketiga) yuog

bersangkutan tidak mellanggapi Au. ticiak mengindahkan, rnaka Bupati mengusulkan kepada

yang menberi izin untuk mencabut IUPFIHK/IPK/ISL.

BAB X

I(ETENTUAN PENU'IUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur clalam Perahrran Bupati ini sepiurjang menyangkut tei<nis peiaksanaan

akan cliatur lebih lanjut dengan Perettural Kepala Dinas.

Pasal Ll
Peraturan Bupati ini uulai berlaku s;ejalk 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini clengan

menempatkan dalcun Berita Daerah Kabupaten Gur"rung Mas.

dJ : KUALA KURUN
: t/ ATri L 2010

UNG MAS,

BINTIH
Diundangkan di : KUALA KURUN
Pada Tangg,al : t/ t\yr L ZO1O

Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung lvlas,

IT. KAMIAR
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